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P  U  T  U  S  A  N
Nomor 0084/Pdt.G/2016/PA.Mto

الرحيم    الرحمن الله بسم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama,  dalam  persidangan  majelis  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: 

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah

tangga, tempat tinggal di  Jalan Raflesia RT.0058 Desa Sepakat

Bersatu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, 

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat; 

Melawan

Tergugat,  umur  31  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMP,  pekerjaan  tani,

Dahulu  tempat tinggal di  Jalan Raflesia RT.005 Desa Sepakat

Bersatu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, sekarang tidak

diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti  di  seluruh wilayah

Republik Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang  bahwa,  Penggugat  berdasarkan  surat  gugatannya

tertanggal  04 Maret   2016 yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama Muara Tebo dibawah register Nomor 0084/Pdt.G/2016/PA.Mto. tanggal

07 Maret 2016 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi

sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah

menikah  pada  tanggal  15  September  2010,  dihadapan  Pejabat  Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo sebagaimana
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bukti  berupa  Duplikat/Buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  135/02/IX/2010,

tertanggal 15 September 2010;

2. Bahwa  pada  waktu  akad  nikah,  Penggugat  berstatus  Perawan

sedangkan  Tergugat  berstatus  Jejaka  ;  dan  sesaat  setelah  akad  nikah,

Tergugat  mengucapkan  sighat  taklik  talak  yang  isinya  sebagaimana

tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  bersama

sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat

Desa Karang Dadi, Kecamatan Rimbo Ilir,  Kabupaten Tebo, selama  dua

bulan, kemudian pindah kerumah milik bersama di Desa Sepakat Bersatu,

Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

seorang anak bernama, Dona Arsinta, Pr. Lahir 16 Agustus 2011

anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

dan harmonis, namun sejak 4 bulan setelah menikah  kerukunan tersebut

tidak  didapati  lagi,  sering  terjadi  perselisihan  atau  pertengkaran  yang

disebabkan :

a. Tergugat suka keluar pada malam hari dan pulangnya hingga pagi hari

b. Tergugat suka minuman keras dan main judi;

 c. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir, dikarenakan Tergugat

malas bekerja;

d. Tergugat suka berkata kasar, dan berkata egois, serta pernah memukul

Penggugat.;

6. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa

ijin Penggugat;

7. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi

nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;

8. Bahwa  Penggugat  telah  berusaha  mencari  Tergugat,  antara  lain  di

rumah orang tua Tergugat di Madura akan tetapi tidak bertemu, dan orang

tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
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9. Bahwa kepergian Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara

lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang

seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat

tersebut  sampai  saat  ini  sudah  2  tahun  lebih  tanpa  diketahui

keberadaannya, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan

untuk dapat membina rumah tangga bersama Tergugat dimasa yang akan

datang;

Bahwa,  berdasarkan  alasan/dalil-dalil  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka

selanjutnya Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara

Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  perkara ini berkenan

untuk:

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Memutuskan  hubungan  perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat  karena

perceraian;

3.  Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak

pula  mengutus  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah untuk

menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut

melalui  Mass  Media  Radio  BNM  Rimbo  Bujang,  berdasarkan  berita  acara

pemanggilan  Nomor:  0084/Pdt.G/2016/PA.Mto.  tanggal  14  Maret 2016 dan

tanggal  14  April 2016 dan  ketidakhadiran  Tergugat  bukan  disebabkan  oleh

suatu halangan yang sah;  

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  memberikan  nasehat  kepada  Penggugat

agar berbaikan dan berdamai kembali  dengan Tergugat,  serta  menerangkan

akibat negatif dari perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil; 

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak

pernah hadir di persidangan;
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Bahwa  selanjutnya  dalam  pesidangan  yang  tertutup  untuk  umum,

dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Maret 2016, yang pada

prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa,  untuk  menguatkan  dali-dalil  gugatannya  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/02/IX/2010, tanggal 15 September

2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan  Rimbo  Ilir,  Kabupaten  Tebo yang  telah  bermatrai  dan

dinazzeglen dan  setelah  dicocokkan  dengan  aslinya  oleh  Ketua  Majelis

ternyata cocok, lalu diberi kode (P.1);

2.  Fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk  Nomor :  1509076406860003 atas nama

Penggugat (Nia Winarti binti Jumiyo) tanggal 21 Juni 2012, yang dikeluarkan

oleh Pemerintah Kabupaten Tabo, yang telah bermatrai dan dinazzeglen dan

setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, lalu

diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat

juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. Saksi 1 P,  lahir  di Jogjakarta 10 Nopember 1963, agama Islam, pekerjaan

tani,  bertempat  tinggal  di Jalan  Kiambang  Sari  Rt  003  Desa  Sepakat

Bersatu, Kecamatan  Rimbo  Ilir, Kabupaten  Tebo,  yang  menerangkan  di

bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi  mengenal  Penggugat dan Tergugat  karena  saksi  adalah

tetangga Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami-isteri  yang

menikah di  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan Rimbo Ilir,  saksi  hadir

dalam pernikahan tersebut,  dan Tergugat  mengucapkan  shigat  taklik

talak setelah akad nikah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

rumah orang tua Penggugat tidak pernah pindah-pindah; 

- Bahwa  pernikahan  Penggugat  dengan Tergugat  telah  dikaruniai  anak

satu orang;
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- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak

harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat

kurang memberi nafkah kepada Penggugat.

 -   Bahwa  Tergugat  telah pergi  meninggalakan tempat tinggal  bersama

selama 2 tahun, dan tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui

dan tidak  ada khabar  beritanya,  selama perpisah Tergugat  tidak  ada

mengirim nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa  selama  Tergugat   pergi  apakh  ada  usaha  keluarga  untuk

mencarinya, saksi tidak tahu;

2. Saksi 2 P, lahir di Jogjakarta tahun 1955, agama Islam, pekerjaan ibu rumah

tangga,  bertempat tinggal  di Jalan Kiambang Sari  Rt 003 Desa Sepakat

Bersatu,  Kecamatan  Rimbo  Ilir,  Kabupaten  Tebo,  yang  menerangkan  di

bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  mengenal  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi  ibu

kandung Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami-isteri  yang

menikah di  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan Rimbo Ilir,  saksi  hadir

dalam pernikahan tersebut,  dan Tergugat  mengucapkan  shigat  taklik

talak setelah akad nikah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

rumah orang tua Penggugat tidak pernah pindah-pindah; 

- Bahwa  pernikahan  Penggugat  dengan Tergugat  telah  dikaruniai  anak

satu orang;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak

harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah

ekonomi,  Tergugat  kurang  memberi  nafkah  kepada  Penggugat  dan

Tergugat sering pulang larut malam antara jam 12 dan jam 1 malam, dan

tergugat  sering  main  tangan  kepada  Penggugat  dengan  menampar

penggugat ;
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 -   Bahwa  Tergugat  telah pergi  meninggalakan tempat tinggal  bersama

selama 2 tahun, dan tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui

dan tidak  ada khabar  beritanya,  selama perpisah Tergugat  tidak  ada

mengirim nafkah kepada Penggugat dan biaya hidup Penggugat sendiri

yang berusaha dan kadang dibantu oleh saksi;

Bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Penggugat dan Penggugat

menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  meringkas  putusan  ini  majelis  cukup  menunjuk  kepada

berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

                            PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  mempelajari  berkas  perkara

aquo,  ternyata Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk memeriksa

dan mengadili perkara ini sesuai  dengan  maksud Pasal 49 Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk

dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat datang menghadap sendiri  (in person)  di persidangan sedangkan

Tergugat  tidak hadir  dan tidak pula mengutus orang lain  sebagai  wakil  atau

kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula

terbukti  ketidakhadirannya itu  disebabkan oleh  suatu  alasan yang sah,  oleh

karenanya berdasarkan ketentuan pasal  149 ayat (1) RBg perkara ini  dapat

diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha dengan sungguh-

sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah
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tangga  yang  bahagia  bersama  Tergugat,  akan  tetapi  usaha  tersebut  tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa  upaya  mediasi  sebagaimana  yang  dimaksud

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak

pernah datang ke persidangan;

           Menimbang, bahwa yang menjadi dalil  gugatan Penggugat adalah

bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  awalnya  rukun  dan

harmonis,  namun  sejak  4  bulan  setelah  menikah  kerukunan  tersebut  tidak

didapatkan lagi, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Tergugat  suka keluar pada malam hari dan pulang hingga pagi hari, Tergugat

suka minuman keras dan main judi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah

lahir,  dikarenakan Tergugat malas bekerja,  Tergugat suka berkata kasar dan

berkata  egois  serta  pernah  memukul  Penggugat,  dan  pada  tahun  2013

Tergugat  pergi  meninggalkan Penggugat  tanpa ijin Penggugat,  sebagaimana

diuraikan  dalam  gugatan  Penggugat  yang  berakibat  pada  berpisahnya

Penggugat  dan  Tergugat,  sehingga  Penggugat  memohon  agar  Pengadilan

Agama menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat  terhadap Penggugat;  

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis

P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama Rubi bin Toarjo dan Saniyati

binti Trimoirono yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  terhadap  alat  bukti  tertulis  P.1  yang  diajukan

Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi

Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/02/IX/2010, tanggal  15 September 2010 yang

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Rimbo  Ilir,  Kabupaten  Tebo,  Majelis  dapat  menerimanya  karena  telah

memenuhi  syarat  secara  formil  sebagai  alat  bukti  dimana  dikeluarkan  oleh

pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta

otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta telah sesuai

dengan aslinya;
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Menimbang,  bahwa  disamping  itu,  alat  bukti  P.1  tersebut  memuat

keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat  sehingga telah memenuhi

syarat  materil  karena berdasarkan bukti  P.1  yang diajukan  Penggugat  telah

terbukti  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dan  masih  terikat  dalam

perkawinan yang sah sehingga Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak

yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa terhadap  alat  bukti  tertulis  P.2  yang  diajukan

Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi

Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1509076406860003 atas nama Penggugat (Nia

Winarti binti Jumiyo) tanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Kabupaten Tabo,  dan telah dinazegelen oleh Petugas kantor pos,  kemudian

Majelis Hakim mencocokan dengan aslinya di persidangan lalu memberi kode

dengan  P.2;  

.         Menimbang,  bahwa terhadap alat  bukti  tertulis  (P.2)  yang diajukan

Penggugat, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi

sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen

serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan

demikian  alat  bukti  (P.2)  tersebut  telah  memenuhi  persyaratan  formil.  Di

samping  itu,  alat  bukti  (P.2)  tersebut  memuat  keterangan  tempat  tinggal

Penggugat yang sebenarnya yang telah sesuai dengan indentitas yang terdapat

di  dalam  gugatan  Penggugat sehingga  telah  memenuhi  syarat  materil.

Berdasarkan  hal  itu,  maka  alat  bukti  (P.2)  harus  dinyatakan  dapat

dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan

Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah

memenuhi  syarat  formil  sebagai  saksi  karena  bukan  saksi  yang  terlarang

sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, hadir secara pribadi (in person)  di

persidangan  dan  cakap  hukum  (Pasal  1912  KUH  Perdata)  serta  telah

memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai maksud Pasal 175 RBg;

Menimbang,  bahwa  saksi  yang  diajukan  oleh  Penggugat  juga  telah

memenuhi  syarat  materil  karena  terdiri  dari  batas  minimum  saksi  2  orang

sebagaimana  kehendak  Pasal  306  RBg dan pasal 22 ayat (2) Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangannya didasarkan atas pengetahuan

sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, serta saling bersesuaian satu

sama  lainnya  sesuai  Pasal  309  RBg.,  dimana  kedua  orang  saksi  tersebut

mengenal  Penggugat  dan  Tergugat  sebagai  suami  isteri  dan  mengetahui

kondisi  rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  yang sudah tidak rukun dan

tidak harmonis lagi akibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisahah

tempat tinggal selama 3 tahun lebih tanpa penyelesaian yang berarti;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  keterangan

saksi-saksi dari pihak Penggugat  dapat diterima sebagai bukti dalam perkara

ini;

Menimbang,  bahwa  apabila  dalil  gugatan  Penggugat  dihubungkan

dengan  bukti  surat  dan  keterangan  yang  disampaikan  oleh  para  saksi  di

persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah

menikah  pada  tanggal  15  September  2010 di  Kecamatan  Rimbo  Ilir,

Kabupaten Tebo dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak

harmonis  lagi  semenjak  4  bulan  setelah  menikah,  karena  telah  sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

3. Bahwa  pada  tahun  2013  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

berpisah tempat tinggal telah berjalan selama 3 tahun;

4. Bahwa  Pengugat  telah  berusaha  untuk  mencari  Tergugat  ke  rumah

orang tua Tergugat ke Madura, akan tetapi tidak bertemu; 

Menimbang,  dari  fakta-fakta  tersebut  diatas,  pada  fakta  poin  (1)

Penggugat dan Tergugat  adalah pasangan suami isteri  yang sah yang tidak

pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum

sebagai  pihak-pihak  dalam perkara  ini,  dan  Penggugat  berhak  mengajukan

gugatan  terhadap  Tergugat  ke  Pengadilan  Agama  sebagaimana  dimaksud

pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;
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Menimbang,  fakta  poin  (2)  yang  menyebutkan  bahwa  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat  sudah tidak ada lagi  keharmonisan sejak satu hari

setelah  menikah karena telah  sering  terjadi  perselisihan dan pertengkarann,

apabila dihubungkan dengan fakta poin (5) dan poin (6) dimana Penggugat dan

Tergugat  sudah berpisah tempat kediaman bersama sejak tahun 2013.  Dan

telah berjalan selama 3 tahun dan sudah tidak bisa lagi terujutnya perdamaian

dari  saksi  dan  pihak  keluarga,  dapat  dikategorikan  rumah  tangganya  telah

pecah sudah sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan

Penggugat  telah  memenuhi  salah  satu  alternatif  alasan  perceraian

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1

Tahun 1991); 

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang

dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9  Tahun 1975

jo.  Pasal  116 huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam dapat  dipahami  tidak  hanya

dalam bentuk pertengkaran zahir  saja dan juga terdapat perselisihan secara

diam-diam  yang menyebabkan pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam

satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, dan saling tidak perduli

satu  sama  lainnya  maka  hal  itu  dapat  dikatakan  sebagai  perselisihan,  dan

alasan  perceraian  sebagaimana  ditetapkan  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

tersebut tidak ditujukan kepada  para pihak, suami atau isteri yang menjalani

perkawinan,  akan tetapi  pada lembaga perkawinannya itu  sendiri.  Sehingga

apabila  dalam  suatu  perkawinan  sudah  terlihat  adanya  keretakan  dan

keretakannya itu sudah sulit  untuk diperbaiki  dan disatukan kembali  (broken

married), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa

mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi  perselisihan

dan atau pertengkaran  tersebut;

Menimbang,  majelis  perlu  mengingatkan  kepada  Penggugat  bahwa

suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam

keadaan apapun, sebagaimana firman Alloh dalam surat al-Rum ayat 21:
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Artinya: ” Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan

untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  merasa

cenderung  dan  merasa  tentram  kepadanya,  dan  Dia  menjadikan

diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang,  sesungguhnya  pada  yang

demikian  itu   benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  kaum  yang

berfikir.” (al-Rum:21);

                            Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan

seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum

ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut

diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan

ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar

ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur

lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu

perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang,  bahwa  untuk  mempertahankan  perkawinan  harus  ada

keinginan  yang  kuat  (ghirah)  dari  kedua  belah  pihak  suami  dan  isteri,

sementara  dalam kasus  a  quo pihak  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak  ada  lagi  karena  secara  lahir  (fisik)  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

berpisah kediaman bersama selama 3 tahu dan Penggugat telah menunjukkan

sikap di  persidangan tidak  bisa lagi  hidup bersama dengan Tergugat,  maka

majelis  berkesimpulan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  sulit  untuk

disatukan kembali;
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Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan

perkawinan seperti itu hanya akan  mengakibatkan lahir dan batin Penggugat

tersiksa  dan  kehidupan  Penggugat  terlantar  karena  Tergugat  tidak

memperdulikan  Penggugat  lagi,  maka  perceraian  jalan  yang  terbaik  bagi

Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan

menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat  terhadap  Penggugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  pasal  84  Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio majelis hakim memerintahkan

kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan

putusan  perkara  ini  ke  pegawai  pencatat  nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam

bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  beralasan  bagi  Majelis  untuk

membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat,  semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

hukum syara’ yang berhubungan dengan perkara ini;

                                        M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak

hadir di persidangan.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sugra  Tergugat   (Wahyudi  bin  Abdulah)

terhadap Penggugat (Nia Winarti binti Jumiyo).

4. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Muara  Tebo  untuk

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
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Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan Agama  Kecamatan Rimbo Ilir,

Kabupaten Tebo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sebesar Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim

Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 M

bertepatan dengan tanggal 01 Zulkaidah 1437 H oleh Dra.Hj. Ernawati, S.H ,

Ketua  Majelis,  Muhammad  Siddik,  S.Ag,  M.H.  dan  Rusydi  Bidawan,  S.H.I.,

Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua

tersebut  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  dengan  didampingi  oleh

Muhammad  Siddik,  S.Ag,  M.H.  dan  Rusydi  Bidawan,  S.H.I Hakim-hakim

Anggota serta dibantu oleh M.Yusuf, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan

dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Ernawati, SH
 

Hakim Anggota
 

.
Muhammad Siddik, S.Ag, M.H.  

Hakim Anggota
 

Rusydi Bidawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M.Yusuf, S.HI 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya : 

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan Rp 580.000 ,-
4. Redaksi Rp 5.000,-
5. Materai Rp 6.000,-
Jumlah Rp 671.000 ,-
(enem ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
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